pengawasan dapat berjalan dengan meminimalisir adanya potensi
conflict of interest tetapi sistem pengawasan tersebut juga harus
berlaku adil bagi Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasannya
agar independensi serta imparsialitas dari Hakim Konstitusi tetap
dapat terjaga:

2) Reformulasi terhadap sistem pengawasan internal Hakim Konstitusi
ataupun. pengembalian: sistem pengawasan ‘eksternal terhadap
Hakim Konstitust dapat dicoba kembali dengan sistem yang lebih
baik, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas

pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.
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